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ABSTRAK

Adam Reski Oskar (B011171123), “Perlindungan Konsumen Atas
Peredaran Minyak Goreng Curah”, dengan Aulia Rifai sebagai
Pembimbing Utama.

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dalam peredaran minyak
goreng curah, dengan tujuan untuk menganalisis pelindungan konsumen
dalam peredaran minyak goreng curah, selain itu untuk menganalisis
tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran minyak goreng curah.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris.
Kemudian, lokasi dilakukannya penelitian adalah Kota Makassar. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara kepada
pelaku usaha dan konsumen dan dokumentasi dengan mengumpulkan
informasi melalui buku, jurnal, berita, dan artikel internet yang dianalisis
secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Minyak goreng curah masih
ditemui di masyarakat padahal dengan proses pemindahan yang berkali-
kali dalam proses distribusinya membuat tingginya kemungkinan tercampur
kontaminan yang dapat merusak kualitas produk minyak goreng curah dan
membahayakan kesehatan konsumen, tidak adanya label yang
mencantumkan berat bersih, komposisi, serta waktu kadaluarsa produk
sehingga tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Pangan dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2) Tanggung jawab pelaku
usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi
atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat
mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Meski demikian dalam penelitian penulis, pelaku usaha terlihat berupaya
untuk menghindari tanggung jawabnya kepada konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; UUPK; Konsumen; Pelaku Usaha;
Minyak goreng curah.



ABSTRACT

Adam Reski Oskar (B011171123), with the title "Consumer Protection
for the Distribution of Bulk Cooking Oil". Under the guidance of Aulia
Rifai as Supervisor.

This research examines consumer protection in the distribution of bulk
cooking oil, with the aim of analyzing consumers are protected in the
distribution of bulk cooking oil, in addition to analyzing the responsibilities of
business actors are for the distribution of bulk cooking oil.

The research method used is empirical legal research. Then, the location
of the research was Makassar City. The data collection technique used was
interviews with business actors and consumers and documentation by
collecting information through books, journals, news and internet articles
which were analyzed qualitatively.

The results of the research show that (1) Bulk cooking oil is still found in
the community even though the process of moving it many times during the
distribution process means there is a high possibility of contamination being
mixed in which can damage the quality of bulk cooking oil products and
endanger consumer health, there is no label that states the net weight,
composition, and expiry time of the product so that it is not in accordance
with the Food Law and Consumer Protection Law (2) The responsibility of
business actors for consumer losses is to provide compensation for
damage, pollution and/or consumer losses resulting from consuming goods
and/or services produced or traded in accordance with the provisions of the
Consumer Protection Law. However, in the author’s research business
actor appear to be trying to avoid their responsibilities to consumer.

Keywords: Consumer Protection; UUPK; Consumer; Businessmen; Bulk
cooking oil.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagai makhluk sosial dan individual, manusia memiliki kebutuhan
yang tak terbatas, diantaranya yaitu kebutuhan akan pangan yang menjadi
salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga pemenuhan
kebutuhan tersebut merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Makanan
diperlukan oleh manusia dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang

baik.

Minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar utama yang paling
sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut BPS, di Indonesia minyak goreng yang paling banyak digunakan
adalah minyak sawit. Karena Indonesia merupakan negara penghasil
minyak sawit, maka minyak ini juga cukup ideal dari segi harga dan
ketersediaannya. Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin),
konsumsi minyak sawit di Indonesia terus meningkat, dari 13,4 juta ton pada
tahun 2018, 17,3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 20,9 juta ton pada tahun
20222 Namun tidak semua minyak goreng yang dikonsumsi oleh
masyarakat Indonesia merupakan minyak goreng kemasan, sebagian

masyarakat masih menggunakan minyak goreng curah.

1 Supartono Widyosiswoyo, Hariwijaya Sowandi, Nizamuddin, 1991, lImu Alamiah Dasar.
Jakarta. Ghalia Indonesia.him 211

2 Badan Pusat Statistik 2023, Distribusi Perdagangan komoditas Minyak Goreng
Indonesia 2023, Volume 6 2023, BPS, Jakarta. him 20



Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata
Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (selanjutnya disebut
Permendag Tata Kelola Minyak goreng Curah Rakyat), memberikan
pengertian mengenai minyak goreng curah dalam Pasal 1 angka 2, bahwa
minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual dalam kondisi
tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Minyak goreng curah ini
biasanya berasal dari bahan baku Crude Palm Oil (CPO) yang bermutu
rendah.? Untuk diproduksi menjadi minyak goreng yang berkualitas tinggi
akan membutuhkan biaya produksi yang mahal, karena itu diproduksilah
minyak goreng curah yang tidak harus melalui beberapa proses produksi

untuk memperbaiki kualitasnya.*

Minyak goreng curah ini tidak menggunakan kemasan sehingga
banyak hal yang seharusnya diketahui konsumen menjadi tidak dapat
diketahui, seperti asal usul dari minyak goreng curah tersebut, waktu
pembuatan, kadaluarsa, kehalalan, proses penjualan yang menggunakan
drum-drum, jeriken atau ember, pengemasan yang menggunakan botol
plastik bekas ataupun kantong plastik. Belum lagi selama ini ada praktik
untuk menjerninhkan kembali minyak goreng bekas atau minyak jelantah

sehingga terlihat jernih lagi ®.

3 Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata
Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat

4 Fitriana, 2015, Analisis Perbandingan Sikap Konsumen Dalam Memilih Produk Minyak
Goreng Kemasan Dan Curah (Studi Kasus Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru), JOM
FEKON Vol 2 Nomor 1. Fakultas Ekonomi Unversitas Riau.

him 9

5 Rilis Gimni, http//:www.gimni.org, diakses 13 Februari 2024.



Hal ini tentu menyalahi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, |,
dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen),
yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat
nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai,
tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,
serta keterangan lain untuk pengguanaan yang menurut ketentuan harus
dipasang/dibuat.

J. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang
dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Selain itu, penjualan minyak goreng curah juga melanggar
ketentuan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pada Pasal 97
ayat (1) yang memberikan kewajiban kepada setiap orang yang
memproduksi pangan di dalam negeri untuk mencantumkan label di dalam

dan/atau pada kemasan pangan.

Perlindungan Konsumen sangatlah penting untuk dilakukan karena hal
ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terhadap perlindungan konsumen Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen
telah memberikan pengertian yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala
upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.” Kata-kata yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen dalam pasal ini sudah lengkap. Kalimat “segala



upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” hendaknya dijadikan
pembelaan dalam menghapus tindakan sewenang-wenang yang akan
merugikan badan usaha semata-mata dalam rangka melindungi konsumen,
serta menjamin kepastian hukum terhadap konsumen, kedua tujuan
tersebut dirumuskan secara jelas bersama-sama untuk memiliki

keseimbangan.s

Berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa ada hak-hak
konsumen yang tidak dapat terpenuhi dalam penggunaan minyak goreng
jenis curah tersebut. Utamanya terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, mengenai hak konsumen pada angka 1 dan 2
yakni: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, konsumen juga berhak atas
informasi yang benatr, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa.

Melihat hal tersebut, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih
dalam mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam mengonsumsi
minyak goreng curah dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam
peredaran minyak goreng curah mengingat minyak goreng curah masih

digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat Indonesia.

6 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada. him 1



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah
yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng
curah?.
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran minyak

goreng curah?.
C. Tujuan Penelitian
Adapun capaian yang diinginkan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak

goreng curah.

2. Untuk menelaah tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran

minyak goreng curah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat secara teoritis maupun praktis yang diharapkan

dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu kemajuan dalam
iImu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum

perlindungan konsumen.



b. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemikiran
tentang bagaimana melindungi konsumen dari peredaran minyak
goreng curah di Indonesia dan memberikan dasar bagi peneliti
selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga
Pemerintah serta para pelaku usaha minyak goreng curabh.

b. Bagi konsumen, yaitu masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan acuan terkait pilihan minyak goreng konsumsi.

E. Keaslian Penelitian
Bagian ini berisi uraian haslil penelitian terdahulu oleh peneliti lain yang
penulis lihat terkait dengan penelitian ini sebagai pembanding dari
penelitian yang penulis lakukan, dipaparkan juga perbedaan antara
penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti lain, diantaranya

sebagai berikut:

1. Sabariah, Skripsi, 2024, Program Studi llImu Hukum, Fakultas Syariah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna
Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum
Perlindungan Konsumen.” Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi
penulis tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu, Sabariah ingin
menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna

minyak goreng curah yang tidak layak edar, sedangkan penulis ingin



menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng
curah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kemudian Sabariah ingin menganalisis faktor yang menghambat
pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap minyak goreng curah
yang tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen,
sedangkan penulis ingin menganalisis tanggung jawab pelaku usaha
atas peredaran minyak goreng curah.

. Cut Tari Yana, Skripsi, 2021, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut
Agama Islam Negeri Lhokseumawe, dengan judul “Perlindungan
Konsumen Terhadap Jual Beli Minyak Curah Di Pasar Inpres Geudong
Kabupaten Aceh Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan
UUPK.” Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis tetapi
terdapat beberapa perbedaan yaitu, Cut Tari Yana ingin menganalisis
praktik jual beli minyak curah di pasar Inpres Geudong kabupaten Aceh
Utara dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis
ingin menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak
goreng curah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kemudian Cut Tari Yana juga ingin menganalisis perlindungan
konsumen terhadap jual beli minyak curah di pasar Inpres Geudong
kabupaten Aceh Utara dalam perspektif hukum ekonomi syariah,
sedangkan penulis ingin menganalisis tanggung jawab pelaku usaha

atas peredaran minyak goreng curah.
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hukum ekonomi syariah itu tidak sah
dan haram. Yang kedua, perlindungan
Konsumen termasuklah di bidang
muamalah dan aturan telah dibuat
sesuai dengan hukum Islam. Penjualan
minyak curah yang terjadi di pasar
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akibat mengonsumsi barang
dan atau jasa yang dihasilkan
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Undang Perlindungan
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dalam penelitian penulis,

pelaku usaha terlihat berupaya
untuk menghindari tanggung
jawabnya kepada konsumen.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1
angka 2, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen.

AZ Nasution dalam bukunya Konsumen dan Hukum
menyatakan bahwa perlindungan konsumen diartikan sebagai
keseluruhan asas-asas atau kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan permasalahan antara pihak-pihak yang berbeda
atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dalam kehidupan
bermasyarakat.’

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas,
mencakup perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa,
mulai dari tahapan usaha untuk memperoleh barang dan jasa

hingga akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.?

b. Pengertian Pelaku Usaha

7 AZ. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum
Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. him 64-65
8 Zulham, Op.Cit. him 22
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Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen
menyatakan bahwa, Pelaku usaha adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan pasal ini, pelaku
usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan,
BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 1 angka 10,
mendefinisikan pelaku usaha sebagai “orang perseorangan atau
badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

c. Pengertian Konsumen

Konsumen dapat didefinisikan secara harfiah sebagai orang
atau organisasi yang membeli barang tertentu, menggunakan
jasa tertentu, atau menggunakan persediaan atau sejumlah

barang tertentu.?

® AZ Nasution, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Edisi Revisi,
Jakarta, Diadit Media. him 21
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Amerika Serikat memiliki cakupan lebih luas dalam
perlindungan konsumen, pengertian konsumen bukan hanya
meliputi pembeli melainkan juga meliputi “korban produk cacat”
yaitu korban yang bukan pembeli, namun pengguna, bahkan
korban yang bukan pengguna memperoleh perlindungan yang
sama dengan pengguna.t°

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Istilah "konsumen akhir" dan "konsumen
antara" juga digunakan dalam kepustakaan ekonomi dalam
penjelasan pasal ini. Konsumen antara adalah konsumen yang
menggunakan suatu produk dalam proses produksi produk
lainnya, sedangkan konsumen akhir adalah pengguna atau
pemanfaat akhir dari suatu produk. Pengertian Konsumen dalam
Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan

definisi mengenai konsumen, yakni:

10 Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-prinsip perlindungan bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta,
Rajawali Pers. him. 21
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a) Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan
sebagainya)
b) Penerima pesan iklan

c) Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).™

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen
Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan
penjelasannya menyebutkan mengenai asas-asas perlindungan
konsumen yakni:

a. Asas Manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa
segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen
harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya
dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dimaksudkan

untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/konsumen. Diakses pada 20 Mei
2024
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e.

kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan.

Asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 6 dan 7, berikut adalah hak dan kewajiban pelaku usaha.

Hak pelaku usaha:

a.

Hak wuntuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang da n/atau
jasa yang diperdagangkan

Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen

“‘Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.
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Kewajiban pelaku usaha:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak

sesuai dengan perjanjian.

. Hak dan Kewajiban Konsumen
Presiden AS Jhon F. Kenedy pertama kali mengemukakan empat

hak dasar konsumen di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962
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yang meliputi hak keamanan, hak memilih, hak untuk informasi, dan
hak untuk didengar. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB pada
tanggal 10 Desember 1948 mencantumkan empat hak tersebut,
masing-masing Pasal 3, 8, 19, dan 26. Selain itu, Organisasi
Konsumen Sedunia (IOCU) menambah empat hak dasar konsumen
lainnya, yaitu hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, ganti rugi,
pendidikan konsumen, dan lingkungan hidup yang sehat.®?

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga
mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen sebagai
berikut:

Hak konsumen:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi
dan jaminan barang dan/atau jasa

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

12 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Op. Cit. hal 39
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f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Kewajiban konsumen:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

5. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen
Secara umum hubungan hukum antara pelaku usaha dan
konsumen merupakan hubungan hukum yang berlangsung karena

hukum pasar permintaan dan penawaran. Kehendak kedua belah
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pihak menentukan hubungan ini, dan keduanya bergantung satu

sama lain.3

Pelaku usaha dan konsumen kemudian melalui tiga tahapan

dalam proses pertukaran kepentingan tersebut yakni:

1. Tahap Pra-Transaksi Konsumen
Transaksi seperti membeli, menyewa, meminjam, memberikan
hadiah komersial, dan sebagainya belum terjadi pada tahap pra-
transaksi konsumen. Konsumen terus mencari tahu di mana
mereka dapat mendapatkan barang atau jasa yang mereka
butuhkan, berapa harganya, dan apa syarat yang harus mereka
penuhi. Mereka juga mempertimbangkan berbagai fasilitas atau
kondisi transaksi yang mereka inginkan. Seorang penyedia atau
penjual dalam hal ini harus memberikan informasi yang akurat
tentang barang dan jasa yang mereka jual. Oleh karena itu,
pelanggan akan mempertimbangkan informasi ini sebelum
memutuskan untuk membeli.
2. Tahap Transaksi Konsumen
Pada tahap ini, transaksi terjadi ketika barang atau jasa
ditransfer dari pengusaha ke konsumen. Konsumen dalam situasi
ini dihadapkan pada berbagai persyaratan untuk mendapatkan

barang atau jasa yang dimaksud, seperti bagaimana mereka

13 Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta. Kencana Pranada Media
Group. HIm 67
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harus membayar, berapa harganya, dan sebagainya. Bisnis yang
dilakukan pengusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan
pemasaran produk usahanya atau penyerapan produk oleh
masyarakat adalah komponen lain yang berpengaruh pada
konsumen pada tahap ini.
3. Tahap Purna-Transaksi Konsumen

Pada tahap ini, yang juga disebut sebagai tahap purnajual,
konsumen mulai menggunakan barang dan jasa yang mereka beli
dari transaksi dengan perusahaan. Jika mereka merasa rusak
saat menggunakan barang dan jasa tersebut, mereka dapat
mengajukan keluhan kepada perusahaan. Perusahaan harus
tetap memberikan perlindungan dan layanan yang baik untuk

keluhan yang diajukan oleh konsumen selama tahap ini.**

B. Minyak Goreng

1. Pengertian Minyak Goreng

Minyak goreng berasal dari kata minyak, minyak dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai zat cair berlemak,
biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol,
mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai

minyak nabati, hewani, atau mineral dan bergantung pada sifatnya

4 Andre Perdana Pebrian, Yidi Anjarina Vironika, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di
Instagram, Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan , Volume 9 No. 2. HIm 181-182
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pada pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap.
KBBI kemudian mendefinisikan minyak goreng sebagai minyak yang
dipakai untuk menggoreng, seperti minyak kelapa, minyak jagung,
minyak kacang.®

Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO)
memberikan pengertian sebagai berikut:

“Edible or cooking oil is fat of plant, animal or microbial origin, which
is liquid at room temperature and is suitable for food use. Some of
the many different kinds of edible vegetable oils include: olive oil,
palm oil, soybean oil, canola oil, pumpkin seed oil, corn oil, sunflower
oil, safflower oil, peanut oil, grape seed oil, sesame oil, argan oil and
rice bran oil” (minyak makan atau minyak goreng adalah lemak yang
berasal dari tumbuhan, hewan, atau mikroba, berbentuk cair pada
suhu kamar dan cocok untuk digunakan dalam makanan. Beberapa
dari berbagai jenis minyak makan yang dapat dimakan meliputi:
minyak zaitun, minyak sawit, minyak kedelai, minyak kanola, minyak
biji labu, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak safflower,
minyak kacang tanah, minyak biji anggur, minyak wijen, minyak
argan dan minyak dedak padi.

Salah satu zat yang paling penting untuk menjaga kesehatan
tubuh manusia terkandung dalam minyak goreng, selain itu minyak
goreng juga memberi nilai kalori paling tinggi dibandingkan zat gizi
lainnya. Sebagian kecil minyak goreng diserap oleh bahan pangan

yang digoreng, memberikan rasa gurih, penampilan yang lebih

menarik, dan tekstur permukaan yang kering."’

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/minyak. Diakses pada 20 Mei 2024
16 USPTO, CPC Definition,
https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/defA23D.html, diakses 10 Mei

17 Destri Ariani, Sahri Yanti, Dinar Suksmayu Saputri, 2017, Studi Kualitatif Dan Kuantitatif
Minyak Goreng Yang Digunakan Oleh Penjual Gorengan Di Kota Sumbawa, JURNAL
TAMBORA Vol 2 No 3 Universitas Teknologi Sumbawa. him 1
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Di Indonesia jenis minyak goreng yang paling banyak digunakan
berasal dari minyak goreng sawit. Adapun definisi minyak goreng
sawit menurut Badan Standarisasi Nasional adalah bahan pangan
dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa
sawit, yang telah melalui proses fraksinasi dengan atau tanpa
penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan,

mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.*®

2. Jenis-jenis Minyak Goreng
Minyak goreng adalah produk akhir dari proses pemurnian minyak
nabati (golongan yang bisa dimakan), yang terdiri dari berbagai
macam trigliserida dengan tiga jenis asam lemak. Beberapa jenis
minyak goreng yang populer di pasar adalah sebagai berikut:*®
a. Minyak Kelapa
Miinyak kelapa dibuat sesuai dengan persyaratan modern, sulit
untuk tengik karena termasuk dalam kategori asam lemak jenuh
dan sangat stabil dan tahan oksidasi. Minyak kelapa perawan,
atau minyak kelapa perawan, adalah jenis minyak kelapa yang
dibuat saat ini tanpa dipanaskan. Minyak kelapa juga termasuk di
antara minyak yang lebih aman untuk kesehatan dibandingkan

dengan jenis minyak yang lain.

18 Badan Standarisasi Nasional, Minyak Goreng Sawit SNI 7709 2019, SNI 7709:2019,
BSN, Jakarta. him 1

1% Wara Dyah Pita Rengga, 2020, KARBON AKTIF: Perpanjangan Masa Pakai Minyak
Goreng, Yogyakarta. Penerbit Deepbulish. him 10-14
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b. Minyak Kelapa Sawit
Kelapa sawit merupakan palma penghasil minyak nabati yang
lebih dikenal dengan sebutan minyak kelapa sawit atau palm oil.
Indonesia adalah negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar
didunia. Minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk makanan
dan industri melalui proses penyulingan, penjernihan, dan
penghilangan bau, atau RBDPO (Refined, Bleached, and
Deodorized Palm Oil).
c. Minyak kedelai
Minyak kedelai digunakan dalam industri makanan dan non-
makanan. Industri makanan menggunakan gliserida kedelai
untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan lemak
lainnya. Dengan kadar asam lemak jenuh sekitar 15%, minyak
kedelai cocok untuk menggantikan lemak dan minyak dengan
kadar asam lemak jenuh tinggi seperti lemak babi dan mentega..
d. Minyak jagung
Minyak jagung merupakan minyak hasil ekstrak jagung, jagung
memiliki hasil panen yang tinggi dan siklus tanam hampir
sepanjang tahun, sehingga minyak hasil ekstrak jagung menjadi
lebih murah. Minyak jagung memiliki nilai gizi tinggi (sekitar 2.500
kal/lg) dan banyak asam lemak yang diperlukan untuk

pertumbuhan badan. Mereka juga murah dan mengandung
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sitosterol, yang mencegah atheroschlerosis (endapan pada

pembuluh darah).

3. Pengertian Minyak Goreng Curah

Minyak goreng curah adalah minyak nabati yang dijual di pasaran
tanpa mencantumkan merek atau label apa pun dan diukur dalam
satuan massa (kilogram). Minyak goreng jenis ini biasanya dijual
eceran ke konsumen dalam kemasan jerigen atau drum besar.
Permendag Tata Kelola Minyak Goreng Curah menyebutkan dalam
Pasal 1 angka 2 bahwa minyak goreng curah adalah minyak goreng
sawit yang dijual dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki
label atau merek.

Minyak goreng curah banyak mengandung asam lemak (asam
lemak jenuh: miristat 1-5%, palmitat 5-15%, stearat 5-10%; asam
lemak tak jenuh: oleat 70- 80%, linoleat 3-11%, palmitoleat 0,8-
1,4%). Setelah diproses hanya satu kali pada bagian refiner,
kemudian dikirim ke penimbunan (bulking) untuk diekspor atau
dijual ke pasar tradisional. Karena harganya yang relatif murah,
sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat.

Sampai pertengahan 2015, hanya Bangladesh dan Indonesia

yang mayoritas penduduknya masih menggunakan minyak goreng

20 Fitriana, Op. Cit. him 9

21 Bajoka Nainggolan, Nora Susanti, Anna Juniar, 2016, Uji Kelayakan Minyak Goreng
Curah dan Kemasan yang Digunakan Menggoreng Secara Berulang, Jurnal Pendidikan
Kimia Vol.8, No.1, Universitas Negeri Medan. him 45-57
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curah untuk menggoreng. Menurut Badan Pengkaji dan
Pengembangan Kebijakan Perdagangan, pada tahun itu sekitar
77,5% rumah tangga di Indonesia masih menggunakan minyak
goreng curah untuk menggoreng.?? Angka ini kemudian menurun
menjadi 50% di tahun 2019.2 Dengan data tersebut dapat diamati
bahwa walaupun telah terjadi penurunan konsumen pengguna
minyak goreng curah di Indonesia, masih banyak sekali masyarakat

yang mengonsumsi jenis minyak goreng ini.

22 Badan Pengkaji dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Minyak Goreng
Kemasan Wajib, Siapkah?,
https://bkperdag.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Minyak Goreng Kemasan Waj
ib, Siapkah.pdf. diakses 10 Mei 2024

23 Tommy Kurnia, 50% Masyarakat Masih Konsumsi Minyak Goreng Curah,
https://www.merdeka.com/uang/50-persen-masyarakat-masih-konsumsi-minyak-goreng-
curah.html. Diakses 11 Mei 2024
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